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Perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang eksistensi Polmas dan upaya Kepolisian menjaga eksistensi Polmas.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Polmas merupakan cara pengembanan tugas Polri untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal menjaga, menyelesaikan, dan mencari solusi tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan kasus tindak pidana ringan diluar jalur litigasi. Eksistensi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berjalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tipiring yang diselesaikan dengan Polmas, penempatan petugas Bhabinkamtibmas pada tingkat Kelurahan, adanya forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), kegiatan patrol gabungan antara Polisi dengan jajaran anggota TNI AL. Perihal kemudahan komunikasi antara masyarakat kepada petugas Polmas / Bhabinkamtibmas, perlu pempublikasian kontak telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Abstract
Comparison between the number of police by people who are not in balance, allowing the police to control the development of crime less than the maximum . Through community policing, is expected to optimize the performance of the police in maintaining security and order in society. This paper discusses the existence of community policing and community policing efforts to maintain the existence of the Police .

This thesis uses descriptive research. Research location is selected jurisdictions Tanjung Perak Port Police. The collection of data used in this research is the study documentation and interviews, and the data obtained will be selected in accordance with the problems and analyzed using qualitative analysis methods .

Community Policing is a way of developing of police duties to partner with the community in terms of keeping, finish, and look for solutions on and order as well as handling misdemeanor cases outside the path of litigation. Existence of community policing in jurisdictions of Tanjung Perak Port Police went pretty well, this is evidenced by the presence of minor criminal cases are resolved with community policing, officers Bhabinkamtibmas placement at Village level, the existence of the forum FKPM ( Police and Community Partnership Forum ), a joint patrol activities between police the ranks of members of the Navy. Subject to the ease of communication between community policing officers / Bhabinkamtibmas, needs to publication of phone contacts that can be reached by the public in the event of disruption kamtibmas placed in public places are easily accessible by the public.







Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, tanpa terkecuali di kota Surabaya. Permasalahan tentang kejahatan bisa dikatakan kompleks dan setiap saat semakin berkembang serta meningkat baik ditinjau dari korban kejahatan, pelaku kejahatan, maupun modus kejahatan yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Kota besar seperti Surabaya yang padat penduduk dan kesibukan akan berbagai aktivitas bisa memudahkan terjadinya berbagai tindak kejahatan. Terlebih sikap individualistis masyarakat Surabaya yang bisa mengakibatkan lemahnya pengawasan dari masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Surabaya. 
Tingkat kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selanjutnya disebut Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak selama tahun 2012 tercatat sebanyak 750 laporan dan berhasil diselesaikan sebanyak 629 kasus, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1216 laporan dan berhasil diselesaikan sebanyak 1017 kasus. Catatan data statistik tingkat kejahatan Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak angka kejahatan yang paling banyak selama tahun 2012 adalah perjudian sebanyak 167 laporan dan dapat diselesaikan sebanyak 171 kasus, hal ini ditambah dengan laporan kasus perjudian pada tahun sebelumnya. Paling banyak kedua yakni pencurian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut curanmor dengan jumlah 142 laporan dan bisa diselesaikan mencapai 85 kasus. Berikutnya yaitu kasus pencurian dengan pemberatan selanjutnya disebut curat sebanyak 83 laporan dan berhasil diselesaikan 80 kasus. Selanjutnya kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang selanjutnya disebut narkoba sebanyak 81 laporan dan berhasil diselesaikan seluruhnya, serta kasus lain yang intensitasnya rendah. Kejahatan yang paling banyak pada tahun 2013 adalah curanmor dengan jumlah 234 laporan dan berhasil diselesaikan 185 kasus, perjudian dengan jumlah 230 laporan dan berhasil diselesaikan 231 kasus (dengan kasus tahun sebelumnya), penipuan dengan jumlah 114 laporan dan berhasil diselesaikan 53 kasus, curat dengan 112 kasus dan berhasil diselesaikan 122 kasus (dengan kasus tahun sebelumnya), narkoba dengan 112 kasus dan berhasil diselesaikan 111 kasus.​[1]​ Perolehan data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus yang ditangani Kepolisian dapat diselesaikan. Jika hal ini terus terjadi dari tahun ke tahun memungkinkan akan semakin banyak kasus yang menumpuk di Kepolisian. Oleh sebab itu peran Polmas diharapkan dapat mengurangi penumpukan kasus yang semestinya bisa diselesaikan di luar ranah Kepolisian.
jumlah penduduk di Indonesia berbanding dengan jumlah aparat Kepolisian bisa dikatakan tidak seimbang. Disimpulkan bahwa ketidakseimbangan dari jumlah penduduk di Indonesia dan aparat Kepolisian lebih banyak jumlah penduduk dari pada jumlah aparat Kepolisian. Perbandingan rasio antara anggota Polisi dengan banyaknya jumlah masyarakat kurang lebih (1:700), ini berarti satu anggota Polisi harus mengamankan 700 masyarakat. Sedangkan rasio ideal menurut Kepolisian adalah (1:400) atau satu Polisi mengamankan 400 masyarakat. Karena ketidakseimbangan inilah dimungkinkan kontrol aparat Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan di masyarakat sangat minim atau bisa dikatakan kurang.
Pasal 14 UU Kepolisian menjelaskan bahwa Polri juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting yaitu membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui upaya pembinaan terhadap masyarakat, Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk ikut andil dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari sinilah Polri mencoba mengaplikasikan suatu konsep program Pemolisian / Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas, diperkuat dengan dasar : 1). Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri; 2). Skep Kapolri No. Pol. : Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat. 3) Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.




Adanya latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :
1.	Bagaimana eksistensi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?
2.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menjaga eksistensi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?
METODE

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

	Hasil wawancara dengan bapak IPDA. M. Rachmat​[2]​ menjelaskan bahwasanya Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas membina Kamtibmas dan juga petugas Polmas yang berada di tingkat kelurahan. Tugas Bhabinkamtibmas adalah memonitoring tiap-tiap permasalahan yang ada dalam lingkup kelurahan dimana dia ditugaskan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada dengan forum FKPM. Hasil dari forum FKPM dilaporkan dalam bentuk laporan yang berisi dengan kronologi kejadian, para pihak yang bersangkutan, beserta dengan masyarakat sekitar yang berupa catatan atau hasil kesepakatan dari forum FKPM tersebut kemudian pertanggungjawabanya kepada Polsek/Polres di wilayah tugas masing-masing.
Wawancara dengan narasumber yang sama memberikan kesimpulan bahwasanya perbedaan petugas Bhabinkamtibmas dengan petugas Polmas lain yaitu perintah tugas berdasarkan Skep/Kep Pejabat Polri (semisal : Kapolres atau Kapolda). Sedangkan Polmas adalah keseluruhan anggota Polisi yang pengembanan tugasnya bermitra dengan masyarakat serta meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya antara Polisi dan masyarakat memiliki kesetaraan perihal menjaga Kamtibmas. Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di tingkat kelurahan memungkinkan wajib mengenali karakter, keadaan, ciri khas masyarakat, tingkat keamanan, serta siap berhadapan langsung dengan masyarakat ketika terjadi suatu permasalahan dan menyelesaikan melalui forum FKPM.

Perihal menjaga eksistensi Polmas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, bapak IPDA. M. Rachmat menjelaskan bahwasanya untuk menjaga eksistensi Polmas yaitu dengan cara menggelar forum FKPM antara Polisi dan Masyarakat yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan. Intensitas waktu digelarnya forum FKPM setiap satu bulan sekali, atau ketika ada permasalahan atau gangguan Kamtibmas yang perlu dipecahkan bersama, maka akan di adakan forum FKPM tersebut. Hal-hal yang dibahas melalui forum FKPM semisal berdiskusi tentang bagaimana keadaan keamanan di lingkup sekitar masyarakat (di wilayah RT/RW), penyelesaian suatu kasus antara beberapa pihak yang memungkinkan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan Polmas dan masyarakat, serta saling berbagi pendapat mengenai upaya untuk menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing. Bisa disimpulkan bahwasanya forum FKPM merupakan salah satu upaya pihak Kepolisian untuk menjaga eksistensi Polmas agar tetap hidup dan tetap berjalan di masyarakat, serta tetap berfungsi dengan baik dalam hal menjaga Kamtibmas.
Penuturan yang juga diutarakan oleh bapak IPDA. M. Rachmat mengenai upaya menjaga eksistensi Polmas adalah patroli gabungan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada hari Sabtu malam antara Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak beserta jajarannya dengan anggota TNI AL. Kegiatan patroli gabungan ini memiliki misi mengontrol tiap-tiap tempat / wilayah perkampungan dengan menggunakan sepeda. Semisal ada pemilik kendaraan bermotor yang lupa memasukkan motornya, diingatkan oleh patrol gabungan ini.




	Polmas atau kepanjangan dari Perpolisian / Pemolisan Masyarakat merupakan salah satu penyelenggaraan tugas kepolisian yang memiliki pemahaman bahwasanya untuk menjaga kamtibmas bukan merupakan tugas pihak kepolisian semata, melainkan tanggungjawab bersama antara Polisi dan masyarakat. Program Polmas memiliki tujuan agar antara Polisi dan masyarakat mampu menciptakan suatu kerjasama atau bermitra dalam hal menjaga kamtibmas serta pendeteksian dini terhadap gejala-gejala yang akan mengganggu kamtibmas. Selain bersama-sama menjaga kamtibmas dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas, melalui Polmas diharapkan mampu menemukan solusi atau pemecahan permasalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Polmas merupakan salah satu program yang digunakan oleh keseluruhan jajaran Polri dalam hal mengoptimalkan pengembanan tugas atau fungsi Kepolisian untuk menjaga kamtibmas bersama-sama masyarakat. Penerapan Polmas juga diaplikasikan di Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak dalam pengembanan tugas Kepolisian untuk menggandeng masyarakat agar turut berpartisipasi dalam hal menjaga kamtibmas di lingkungannya. Diharapkan melalui Polmas, permasalahan yang timbul dalam masyarakat mampu terselesaikan dengan tepat dan cepat.
Eksistensi Polmas dan upaya dalam hal menjaga eksistensinya masih berjalan di Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak. Berbagai upaya seperti penyelesaian kasus tipiring dengan melalui forum yang dinamakan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), hingga patroli anggota Polmas dengan pihak lain seperti TNI AL masih berjalan di Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak. Penugasan Bhabinkamtibmas yang terkoordinir dengan baik di tiap-tiap kelurahan yang berada di lingkup Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan salah satu bukti bahwasanya program Polmas masih berjalan.
Kurun waktu dua tahun terakhir antara tahun 2012 hingga tahun 2013, program Polmas yang diterapkan di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak sudah menyelesaikan kurang-lebih sebanyak 134 kasus. Kasus yang ada diselesaikan melalui sebuah forum FKPM yang terdiri dari pertugas Polmas / Bhabinkamtibmas dan masyarakat serta pihak yang bersangkutan. Melalui forum FKPM tersebut, diharapkan permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik serta adanya kesepakatan bersama antara pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai.
Konten atau isi dari rekapitulasi kasus yang berhasil ditangani oleh Polmas yang diperoleh dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak, merupakan kasus tipiring dengan ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan. Semisal kasus tentang penganiayaan ringan pada pasal 352 (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan. Serta kasus tentang pencurian ringan pada pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan.
Beberapa kasus yang tergolong ringan / tipiring mampu diselesaikan melalui jalur damai dalam sebuah forum FKPM semisal kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di jalan Tambak Dalam Baru (wilayah Polsek Asemrowo) dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang mengakibatkan luka memar. Kasus tersebut diselesaikan secara damai melalui forum FKPM antara petugas Polmas dan masyarakat sekitar dengan membuat surat kesepakatan bersama.​[4]​ Contoh kasus lain yang juga terselesaikan dengan damai melalui forum FKPM yaitu kasus pemukulan atau kekerasan antar warga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 di jalan Komplek Sidotopo Depo V (wilayah Polsek Semampir). Kasus tersebut diselesaikan secara damai dengan membuat surat kesepakatan bersama, surat pernyataan dan pencabutan laporan pada pihak Polisi.​[5]​ Beberapa kasus tersebut merupakan salah satu bukti bahwasanya peran Polmas dan masyarakat melalui sebuah forum FKPM mampu menyelesaikan kasus yang tergolong ringan / tipiring dengan kesepakatan bersama atau secara damai.
Berdasarkan contoh penyelesaian kasus yang ada, dapat disimpulkan bahwasanya peran Polmas dan masyarakat masih berjalan dan mampu menyelesaikan kasus yang tergolong ringan atau tipiring. Kasus yang terselesaikan melalui forum FKPM yang terdiri dari petugas Polmas dan masyarakat beserta pihak yang bersangkutan, diharapkan mampu menyelesaikan kasus yang terjadi dengan penanganan yang tepat dan cepat. Jika eksistensi penanganan kasus dengan pendekatan Polmas terus diterapkan dan dimanajemen dengan baik, memungkinkan kasus-kasus yang timbul dalam masyarakat tidak perlu menumpuk atau tertunda-tunda pada tahap kepolisian.
Polmas masih diterapkan dan masih berjalan, tetapi ada kendala-kendala seperti tidak ikut andilnya beberapa masyarakat yang berada di wilayah tertentu menyebabkan pihak Kepolisian terus berupaya dalam bersosialisasi tentang program Polmas tersebut. Serta masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja atau program Polmas ini dalam hal menangani permasalahan tentang Kamtibmas yang terjadi di masyarakat.
Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak dalam hal menjaga eksistensi Polmas masih berjalan. Bukti-bukti penggelaran forum FKPM antara Polisi dengan masyarakat serta patroli gabungan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak, menggambarkan bahwasanya mengenai eksistensi Polmas masih berjalan. Serta penugasan anggota Bhabinkamtibmas pada tingkat kelurahan juga menjadi salah satu bukti bahwa eksistensi Polmas masih berjalan.
Menurut PERKAP No. 7 tahun 2008, pengertian forum FKPM merupakan wahana komunikasi antara warga dan Polri atau dengan kata lain yakni masyarakat dengan petugas Bhabinkamtibmas atau Polmas yang tidak hanya menyelesaikan kasus tipiring yang terjadi di masyarakat, tetapi juga bisa digunakan sebagai musyawarah masyarakat semisal dalam menentukan petugas keamanan/hansip di tiap-tiap RT/RW masing-masing. Beberapa narasumber menjelaskan bahwasanya forum FKPM memang pernah terlaksana pada tingkatan Kelurahan hingga RW, tetapi dalam kurun waktu terakhir ini intensitas terlaksananya forum FKPM tergolong rendah. Bisa disimpulkan bahwasanya kegiatan forum FKPM memiliki intensitas yang rendah. 
Kegiatan forum FKPM memiliki kategori FKPM umum dan FKPM khusus. FKPM umum yakni kegiatan bertemunya Polisi dan masyarakat yang dilakukan dengan intensitas waktu tertentu / ditentukan oleh Polsek/Polres setempat guna membahas, memberikan, dan memecahkan sekitar masalah Kamtibmas. Sedangkan FKPM khusus terselenggaranya karena timbul permasalahan yang bersifat harus segera ditangani, seperti kasus KDRT, perkelahian, pencurian ringan, penganiayaan ringan dan kasus-kasus tipiring lain yang diselesaikan terdiri dari petugas Polmas / Bhabinkamtibmas dan masyarakat / petinggi masyarakat (RT, RW, Lurah) setempat.
Bukti lain mengenai eksistensi Polmas di Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak adalah penugasan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap Polsek yang bernaung dalam Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di tingkat kelurahan. Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polmas yang menetap / berada di kantor-kantor kelurahan dimana dia diperintah tugaskan. Petugas Bhabinkamtibmas yang ditugaskan pada tiap-tiap kelurahan dipilih berdasarkan surat keputusan / SKEP yang dikeluarkan oleh ; Kapolda Jatim, Kapolres Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak, atau Kapolrestabes Surabaya. 





Hasil dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasannya :
1.	Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak masih berjalan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penugasan anggota Polisi terpilih yang ditunjuk sebagai Bhabinkamtibmas pada setiap Kelurahan yang berada di lingkup Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Masih berjalannya Polmas juga dibuktikan dengan adanya penyelesaian kasus tindak pidana ringan dengan Polmas, serta  hasil rekapitulasi terselesaikannya kasus tindak pidana ringan yang dibuat oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 
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